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MATERI 1
SOSIALISASI PENDIDIKAN PERDAMAIAN DALAM KONTEKS PANCASILA
A. Deskrifsi Singkat
Materi Sosialisasi Pendidikan Perdamaian dalam konteks Pancasila  bertujuan untuk membekali peserta sosialisasi akan pengertian, pemahaman, dan penghayatan mengenai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila secara utuh kepada setiap individu masyarakat serta mengimplementasikannya dengan kegiatan pendidikan perdamaian. Metode pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi.
Dalam proses pembelajaran ini juga akan dilakukan evaluasi guna mengetahui sejauh mana pemahaman peserta mengenai Pncasila (dengan bentuk pre-test dan post-test).
B. Manfaat Modul

Modul pembelajaran ini memberikan manfaat bagi peserta sosialisasi untuk lebih jauh memahami Pancasila dalam persfektif ke-Indonesiaan dan implementasinya terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan Perdamaian.

C. Tujuan Instruksional Umum (TIU)
Setelah pembelajaran berlangsung, peserta diharapkan mampu menghayati lebih jauh hakekat Pancasila dalam perspektif ke –Indonesiaan dan implementasinya terhadap pelaksanaan kegitan pendidikan perdamaian.
D. Tujuan Instruktur Khusus (TIK)

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat:

1. Menjelaskan pengertian Pancasila secara benar

2. Menjelaskan Sejarah perkembangan Pancasila

3. Menjelaskan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara serta pandangan hidup bangsa
4. Memberikan contoh bentuk-bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya pendidikan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari

E. Waktu Pembelajaran
Waktu pembelajaran: 60 menit

Pre-
: 5 menit

Ceramah
 : 20 menit

diskusi
: 30 menit

Post-test
: 5 menit
 


MATERI BACAAN
I. PENDAHULUAN
Tidak diragukan lagi Pilar Utama Negara adalah Pancasila, harus dimasyarakatkan. Secara legal-formal pemasyarakatan tersebut merupakan pelaksanaan Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD  dan DPRD. Sedangkan dalam konteks nation and character building atau pendidikan politik diharapkan dapat mencerahkan kehidupan bangsa.

Pemasyarakatan Pancasila sebagai dasar Negara tersebut memang merupakan keharusan dan memang harus dilakukan secara masif dan sistematis bukan hanya melalui pendidikan formal di semua jenjang pendidikan, melainkan juga melalui jalur-jalur informal atau nonformal, seperti saat ini.

II.  PANCASILA
Ditinjau dari asal-usulnya, kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sanskerta yang mengandung dua suku kata, yaitu panca dan syila. Panca berarti lima dan syila dengan huruf i yang dibaca pendek mempunyai arti satu sendi, dasar, alas atau asas. Sedangkan syila dengan pengucapan i panjang (syi:la) berarti peraturan tingkah laku yang baik, utama atau yang penting. Dengan demikian Pancasila dapat diartikan berbatu sendi lima, atau lima tingkah laku utama, atau pelaksanaan lima kesusilaan (Pancasyila Krama).

Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, istilah Pancasila kembali mencuat ke permukaan. Pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang pertama tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno dalam pidatonya mengatakan “ … namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.” Setelah berakhirnya sidang BPUPKI tersebut dibentuklah Panitia Sembilan yang pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan “Piagam Jakarta”. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menetapkan rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat Pembukaan UUD 1945, alinea IV dengan urutan sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

III. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara. Seandainya negara adalah sebuah bangunan, maka Pancasila sebagai fondasi yang nantinya akan dijadikan tempat berpijak bangunan-bangunan berikutnya. Dengan demikian, Pancasila dijadikan dasar dan tonggak dalam pembuatan segala peraturan perundang-undangan negara serta berbagai peraturan lainnya yang mengatur di berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan. Di samping Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai sumber hukum yang paling utama bagi segala perundang-undangan yang akan dibuat dan digali. Oleh sebab itu, Pancasila di samping memerankan diri sebagai dasar negara juga memerankan diri sebagai sumber tertib hukum bagi Republik Indonesia.

Pada zaman Orde Baru, fungsi Pancasila sebagai sumber hukum diperkuat melalui UU Keormasan Tahun 1985, yaitu UU No. 5 Tahun 1985 tentang keharusan semua kekuatan politik mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam anggaran dasarnya. Selain itu UU. No. 8 Tahun 1985 juga mengharuskan semua organisasi sosial kemasyarakatan mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Maka pada kedua Undang-undang tersebut, Pancasila tidak hanya dianggap sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai Anggaran Dasar (AD bagi seluruh organisasi politik, kemasyarakatan maupun sosial keagamaan. Hal ini menyebabkan perluasan makna Pancasila yang tidak sesuai dengan Tap. MPRS No.XX/MPRS/1966. jo. Tap. MPR No.V MPR/1973, jo. Tap MPR No.IX/MPR/1978 dan dipertegas lagi dalam Tap. MPR No.XVIII/MPR/1998 yang berisi tentang pengembalian kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

IV. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
Ideologi berasal dari kata idea yang artinya pemikiran, khayalan, konsep, keyakinan, dan kata logos yang artinya logika, ilmu atau pengetahuan. Jadi, ideologi dapat diartikan ilmu tentang keyakinan-keyakinan atau gagasan-gagasan.
Ideologi bersumber dari ajaran agama maupun dari falsafah hidup. Ideologi yang berasal dari ajaran agama biasanya bersifat umum dan universal, artinya berlaku untuk semua umat manusia. Sedangkan ideologi yang berdasarkan falsafah hidup biasanya berlaku untuk partai, kelas maupun bangsa bersangkutan, sehingga berlaku lokal atau untuk kelompok atau bangsa itu sendiri.
Dalam suatu ideologi harus terkandung tiga komponen dasar, yaitu:

· Keyakinan hidup, yaitu konsepsi yang menyeluruh tentang alam semesta (kosmos). Dalam konsepsi ini akan dihadapkan antara keyakinan hidup dengan alam semesta, yang di dalamnya tercermin tiga keyakinan dasar, yaitu hal yang menyangkut hakikat diri pribadi, hakikat yang menyangkut hubungannya dengan sesama, serta hubungan antara pribadi dengan Tuhan.

· Tujuan hidup, yaitu konsepsi tentang cita-cita hidup yang diinginkan.

· Cara-cara yang dipilih untuk mencapai tujuan hidup, termasuk juga di dalamnya berbagai macam institusi (lembaga), program aksi, dan lain sebagainya.

Pancasila telah memenuhi unsur-unsur tersebut, sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu ideologi. Unsur keyakinan hidup dalam Pancasila tercermin pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia.

Bangsa Indonesia merumuskan tujuan hidupnya dalam sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hidup yang sangat mulia itu tentunya harus diperjuangkan dengan segala pengorbanan dengan cara-cara yang efektif. Cara-cara yang digunakan untuk mewujudkan sila kelima adalah melalui sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam sila inilah tercermin makna demokrasi. Dengan prinsip demokrasi, tujuan hidup bangsa dan negara akan diupayakan untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

V. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
Suatu ideologi harus mampu menghadapi segala bentuk tantangan dan hambatan serta perkembangan dari dalam negeri maupun perkembangan global. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak akan menutup rapat-rapat terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada era globalisasi dan era informasi.

Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya Pancasila membuka diri terhadap perubahan dan tuntutan perkembangan jaman. Ideologi Pancasila memiliki sifat yang fleksibel, luwes, terbuka terhadap pemikiran-pemikiran baru tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung di dalamnya. Dengan sifat fleksibel tersebut ideologi Pancasila akan tetap aktual dan mampu mengantisipasi tuntutan perkembangan zaman.
VI. KARAKTER KEPEMIMPINAN PANCASILA SEBUAH IMPLEMENTASI
Perjalanan sejarah, sejak kemerdekaan mencatat berbagai peristiwa kepemudaan, kepemimpinan, kemiliteran dan bidang lain. Setiap era, rezim/kepemimpinan memiliki ciri yang menjadi ciri di zamannya. Setiap generasi selalu ada pemberontak, tidak saja melawan pemimpin tertentu di pusat, daerah, kecamatan bahkan di pedesaan, namun juga terhadap gaya kepemimpinan khas yang ada.
Gaya kepemimpinan militeristik melanda dan mendominasi semua lini organisasi pemerintah, swasta, parpol, kepemudaan, industri dll, yang dengan tuntutan perubahan seharusnya sudah ditinggalkan.

Metafora kepemimpinan berubah dari pemimpin sebagai kepala dan organisasi sebagai badan, kini menuju kearah pola organik, alamiah, holistik dan integratif.
Masih banyak perilaku kepemimpinan yang menyenangi desak-mendesak kepentingan, menyia-nyiakan sumber daya, mengadu domba kelompok yang satu dengan lainnya, tidak memiliki visi, misi dan strategi dalam menjalankan jabatannya.

Adanya gejala proyeksi umum para pemimpin menengah yang bermental “menjilat keatas dan menendang kebawah”.  Simpati terhadap bawahan sangat kurang dikembangkan, sehingga sikap mencari muka ditunjukkan bawahan, maka sikap arogan (atasan) sebagai balasannya. 
Perubahan Yang sangat Cepat
Perubhan merupakan salah satu dari tiga dinamika alam semesta yang abadi di dunia ini, selain : Keadilan Tuhan dan Kepentingan (interest). 
Perubahan organisasi, sistem kerja, rekrutmen karyawan dan pendanaan dalam institusi, terutama disebabkan oleh perubahan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi yang memudahkan manusia mencapai cita-cita dan memenuhi berbagai kepentingan. 

Terdapat perbedaan penting dewasa ini dalam menyiapkan kader bangsa ialah isu yang harus ditambahkan pada agenda “pengembangan kepemimpinan. Di masa depan pemimpin harus memiliki karakter dan kapabilitas sepanjang sejarah yaitu mampu melihat perubahan dan mampu menyiapkan visi dan kepastian ulang, perubahan harus dikuasai, mempertegas suara kelompok untuk tujuan konstruktif, suatu kemampuan untuk menyemangati dengan kekuatan kepribadian, sambil membuat orang lain merasa diberdayakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan mereka sendiri.

Pemimpin bangsa adalah para pemimpin yang saat ini berada pada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif serta pemimpin masyarakat lainnya yang memiliki kewenangan terhadap staf, pengikut dan umatnya, begitu juga pemimpin di Indonesia dewasa ini. Kesulitan yang disandang oleh para pemimpin untuk menjadi agen perubahan bukan terletak kepada cara bagaimana memperoleh konsep dan keterampilan pribadi yang baru, namun lebih disebabkan oleh keengganan pemimpin menanggalkan kebiasaan dan sistem permanen yang dimilikinya yang sudah usang. Adalah suatu proses yang amat berbeda dalam menanggalkan kebiasaan dan sistem permanen, karena penanggalan mencakup: sikap bertahan, kecemasan, keengganan untuk berubah dan sifat individualime yang harus digantikan oleh era kelompok (Team work).

Dinamika budaya dan sifat budaya organisasi yang harus dibangun, adalah kemampuan menumbuhkan model mental yang memiliki kekuatan emosional.

Krisis Pengembangan Kepemimpinan

Berbagai institusi pemerintah, LSM, Parpol, OKP, bahkan Perusahaan, diprediksi mengalami kelangkaan kader kepemimpinan yang professional. Fenomena yang sangat nampak jelas adalah sulitnya memberantas perilaku KKN dan penyimpangan lainnya di seluruh strata masyarakat yang menjadi syarat penyediaan keberhasilan pemimpin yang bersih.

Para pemimpin Indonesia jumlahnya telah banyak, namun pengembangan kepemimpinan sesuai keprofesionalannya sangat langka. Profesionalisme dimasa depan menjadi tuntutan, agar setiap lini pemerintahan, bisnis maupun organisasi masyarakat tidak salah urus.

Anggapan bahwa setiap ilmuwan, alim ulama ataupun pakar mampu menduduki jabatan apa saja adalah kemunafikan. Karena keprofesionalan secara konstitusional dijamin oleh peraturan perundangan mulai dari UUD 45, GBHN dan etika profesi masing-masing bidang tugas / pekerjaan. 
Sifat Kepemmpinan Masa Depan Indonesia
Selain persyaratan formal berupa kualitas integritas seseorang pemimpin yang ditandai dimilikinya kualitas keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ), penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta keterampilan dan kualitas fisik yang prima, seorang pemimpin masa depan (pemimpin kosmopolitan) harus juga menguasai ciri-ciri pelengkap lainnya :

1. Mempunyai energi yang besar dan mampu mengalihkan energi itu kebawahan. Energi muncul dari keyakinan pribadi yang kuat, memotivasi wirausaha dan menggairahkan orang lain.

2. Mampu menumbuhkan motivasi pembelajaran dan perubahan yang berkesinambungan.

3. Tingkat persepsi dan wawasan yang luar biasa terhadap realita dunia dan terhadap diri pribadi.

4. Kekuatan emosional untuk mengatasi kecemasan diri sendiri dan orang lain, karena pembelajaran dan perubahan makin menjadi suatu gaya hidup.

5. Mampu merancang organisasi dengan menghormati dan memanfaatkan totalitas pegawai sebagai manusia yang utuh (biopsikokultural)

6. Mampu melihat organisasi secara lebih luas dari pada sekedar kreasi mekanis, memandang organisasi sebagai system, dan organisasi yang terus belajar (learning organisation) yang mampu memperbaharui (Renewal) diri.

7. Mampu menerima suasana chaos sebagai teman untuk menemukan keteraturan.

8. Menjadi “Kepemimpinan beredar” yang tumbuh dari dalam kelompok, bukan karena ingin menonjolkan diri melainkan karena dukungannya terhadap kepentingan kelompok dan kebutuhan setiap anggota kelompok.

9. Mampu membangun hubungan, mendorong pertumbuhan untuk mengadakan perubahan, memiliki keahlian mendengarkan, berkomunikasi, mebina kelompok dan meninggalkan sifat individualisme.

10. Mampu bersifat transparan terhadap orang lain secara sungguh-sungguh yang dapat menciptakan semangat yang positif.

11. Mampu  “berfikir secara global, bertindak secara lokal”, sebagai suatu strategi sehat untuk mengubah sistem yang besar.

12. Mampu berkomunikasi secara efektif dalam komunikasi perseorangan, pribadi dan dialog.

13. mampu menggerakkan harapan dan keyakinan diri para staf.

14. Bersedia melayani dan memberi harapan, bukannya keputusasaan, serta dapat menjadi teladan bagi mereka yang menghendaki arah dan tujuan dalam hidup dan yang berhasrat menghasilkan dan memberi sumbangan.

15. Memiliki empat dasar (inti) yang konstan, solid, luas dan relevan, yakni : karakter, visi, perilaku dan sikap percaya.

VII. PENDIDIKAN PERDAMAIAN DALAM KONTEKS NILAI-NILAI PANCASILA
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bukanlah hanya merupakan rangkaian kata-kata yang indah namun harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Aktualisasi Pancasila  dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu Aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Aktualisasi subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sejalan dengan upaya pendidikan perdamian yang dilakukan oleh setiap warga negara. Upaya pendidikan perdamaian adalah pola sikap dan prilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada perdamaian dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 1945 dalam menjamin kedamaian dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
VIII. PENUTUP
Dalam kehidupan sehari hari setiap warga negara Indonesia spirit untuk meraih kehidupan berbangsa dan bernegara harus banyak didorong oleh semangat nilai-nilai Pancasila yang harus tertanam dalam jiwa rakyat Indonesia. Sebagai contoh adalah mengemukanya sisi musyawarah untuk mufakat, suatu kegiatan yang harus selalu dilaksanakan dalam pengambilan keputusan.
IX. RENUNGAN
Pada saat ini kita melaksanakan demokrasi dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dengan demokrasi kita terpecah belah dengan segala kepentingan masing-masing dengan mengatasnamakan demokrasi. Hal ini semua terjadi karena demokrasi yang kita anut sekarang tidak mempunyai roh ideologi. Pada hal dalam demokrasi musyawarah mufakat yang kita miliki mempunyai roh ideologi Pancasila kita tinggalkan.

Untuk menjadi bangsa yang besar kita harus kembali kepada demokrasi musyawarah mufakat dan ini merupakan jati diri bangsa Indonesia.

X. EVALUASI
Petunjuk

Dibawah ini terdapat beberapa butir pertanyaan yang harus anda jawab setelah pembelajaran mengenai”PANCASILA” dimulai. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut secara singkat dan jelas sesuai dengan pemahaman anda masing-masing. Jawaban anda akan dijadikan dasar untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pengetahuan anda tentang PANCASILA.

1.  Jelaskan Pengertian PANCASILA?

2. Apa yang anda ketahui tentang pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila?
3.  Berikan contoh implentasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?

4. Bagaimana fungsi Pancasila sebagai falsafah/Pandangan Hidup bangsa Indonesia?

5. Berikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya pendidikan Perdamaian?
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MATERI 2
SOSIALISASI PENDIDIKAN PERDAMAIAN DALAM KONTEKS UUD1945, NKRI, BHINEKA TUNGGAL IKA
A. Deskrifsi Singkat

Materi Sosialisasi Pendidikan Perdamaian dalam konteks UUD 1945 bertujuan untuk membekali peserta sosialisasi akan pengertian, pemahaman, dan penghayatan mengenai UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia. Pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai norma-norma dalam UUD 1945 dan implementasinya dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan perdamaian. Metode pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi.

Dalam proses pembelajaran ini juga akan dilakukan evaluasi guna mengetahui sejauh mana pemahaman peserta mengenai UUD 1945 (dengan bentuk pre-test dan post-test).
B. Manfaat Modul

Modul pembelajaran ini memberikan manfaat bagi peserta sosialisasi untuk lebih jauh memahami UU 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dalam persfektif ke-Indonesiaan dan implementasinya terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan Perdamaian.

C. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

 Setelah pembelajaran berlangsung, peserta diharapkan mampu menghayati lebih jauh hakekat Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif ke –Indonesiaan dan implementasinya terhadap pelaksanaan kegitan pendidikan perdamaian
D. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) :

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat:

1. Menjelaskan pengertian Undang-undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika secara benar

2. Memahami arti Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar hukum
3. Menjelaskan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika
4. Menyebutkan sumber hukum dari pelaksanaan kegitan pendidikan perdamain dalam Undang-undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika
5. Memberikan contoh tindakan pentingnya pendidikan perdamaian sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika.
E. Waktu Pembelajaran
 

Waktu pembelajaran: 60 menit

Pre-
: 5 menit

Ceramah
 : 20 menit

diskusi
: 30 menit

Post-test
: 5 menit
 

MATERI BACAAN
I.PENDAHULUAN
Berdasarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 tercermin nilai kemanusian, paraturan, demokrasi, dan adil. Dengan adanya sumpah pemuda tersebut, berarti perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya difokuskan untuk merebut kemerdekaan dari Belanda. Hal ini tercapai dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah pernyataan kemerdekaan, sedangkan pembukaan UUD1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terinci, yang memuat pokok-pokok dari adanya cita-cita luhur bangsa Indonesia yang menjadi jiwa serta pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai berikut: pertama, sebagai hukum dasar tertulis, Kedua, sumber hukum positif tertinggi, Ketiga, sebagai undang-undang tentang pembentukan NKRI, keempat, sebagai wujud kontrak sosial tertinggi bangsa Indonesia.
II. UNDANG UNDANG DASAR (UUD 1945)
Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari hukum dasar yang bersifat tertulis, di samping ada hukum yang sifatnya tidak tertulis. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia yang memuat tentang:

1. hak-hak asasi manusia;

2. hak dan kewajiban warga negara;

3. pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;

4. wilayah negara dan pembagian daerah; kewarganegaraan dan kependudukan; keuangan negara.

Sebagai peraturan negara yang tertinggi, UUD 1945 menjadi acuan dan parameter dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dapat  memuat ketentuan-ketentuan pokok saja sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Namun demikian pada awal masa reformasi, pada sidang umum MPR tahun 1999 UUD 1945 mengalami suatu perubahan dengan adanya amandemen UUD 1945.

Dalam sidang umum MPR 1999 telah disepakati untuk mengamandemen UUD 1945 sebatas batang tubuhnya saja. Sementara Pembukaan UUD 1945 tetap dipertahankan untuk tidak diubah, sebab di dalam pembukaan tersebut terdapat prinsip-prinsip falsafah negara yang paling. mendasar dan memuat kaidah pokok negara yang fundamental.
Adapun hasil-hasil amandemen UUD 1945 secara umum dari perubahaan pertama sampai perubahan yang keempat adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, dikembalikan lagi kepada rakyat. (Pasal 1 ayat 2)

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat mempunyai wewenang untuk menentukan pilihannya sesuai hati nuraninya secara langsung, sehingga tidak ada penjatahan anggota MPR.(Pasal 2)

3. Tugas dan wewenang MPR semakin diperkecil, karena tugas-tugas MPR seperti memilih Presiden dan Wakil Presiden diserahkan secara penuh kepada pilihan rakyat , serta GBHN tidak ditentukan oleh MPR tetapi diserahkan kepada Presiden sesuai dengan misi dan visi pemerintahannya. (Pasal 3)

4. Presiden dan Wakil Presiden dipilih rakyat secara langsung, dengan masa jabatan paling lama dua periode masa jabatan.

5. Pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan alas desentralisasi.

6. Peranan DPR semakin ditingkatkan dengan memberdayakan fungsi DPR baik fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan sehingga terjadi check and balance.

7. Anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat.

8. DPD (Dewan Perwakilan Daerah), berfungsi sebagai mediator antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat.

9. Adanya lembaga baru yang memegang kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

10. Adanya perhatian secara khusus mengenai HAM, terbukti dengan dimasukkannya HAM secara rinci dalam UUD 1945.

11. Adanya perhatian yang serius dalam bidang pendidikan, dengan memberikan anggaran pendidikan sebesar 20%.

Perubahan terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR mempunyai tujuan yang mulia dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sistem politik, meningkatkan kehidupan demokrasi, memberikan kedaulatan yang semakin besar kepada rakyat dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat sesuai dengan hak-haknya. Dengan demikian kita tidak perlu khawatir, karena perubahan terhadap UUD merupakan sesuatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UUD bukanlah suatu ketentuan yang selamanya sesuai dengan perkembangan jaman, tetapi kadang-kadang membutuhkan penyesuaian-penyesuaian seiring dengan perkembangan global.

III. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)
Perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan telah dilalui dengan berbagai perjuangan. Hingga sampai pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan.

Perjuangan rakyat Indonesia berhasil memerdekakan rakyat Indonesia dari penjajahan, menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan dan kedaulatan negara merupakan kehormatan dan harga diri rakyat Indonesia, menjadi milik warisan bangsa yang sangat berharga dan tak ternilai. Segenap komponen bangsa Indonesia wajib untuk senantiasa menjaga serta melindungi kemerdekaan dan kedaulatannya.

IV. KEUTUHAN NKRI
Keutuhan NKRI artinya bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki kedaulatan, memiliki tujuan nasional, dan berdiri secara utuh baik wilayahnya, rakyatnya, ataupun pemerintahnya. Keutuhan NKRI ditunjukkan melalui: Indonesia yang utuh dan tidak mudah terpecah belah; hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya baik; tidak ada pergolakan, peperangan, pemberontakan ataupun perpecahan di antara rakyat.; situasi negara yang aman, nyaman, dan damai

Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap-sikap:

1. Cinta tanah air

2. Membina persatuan dan kesatuan

3. Rela Berkorban

Upaya-Upaya dalam Menjaga Keutuhan NKRI
Setiap rakyat Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita juga harus turut serta dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI. UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) mengatur hal ini. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan rakyat dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Isi pasal tersebut juga menunjukkan bahwa patisipasi warga negara sangat penting untuk menjaga keutuhan negara dan berlangsungnya pemerintahan.

Keikutsertaan rakyat dalam usaha membela negara demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan melalui bela negara secara fisik dan nonfisik.

1. Bela negara secara fisik
Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara dapat dilakukan dengan cara bergabung dalam: Anggota TNI, Jajaran Kepolisian RI (Polri), Pelatihan dasar kemiliteran, seperti Rakyat Terlatih (Ratih), pertahanan rakyat semesta (Permesta), dan lain-lain.

2. Bela Negara secara Nonfisik
Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, misalnya:

1. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain.

2. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian tulus dalam membangun masyarakat.

3. Berperan serta dalam memajukan bangsa dan negara dengan karya nyata.

4. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

V.  BHINEKA TUNGGAL IKA
Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pada abad ke 7 sampai dengan 16, bangsa Indonesia berada dalam periode yang sering disebut sebagai masa “Kerajaan Nusantara”. Pada masa itu terdapat 2 (dua) kerajaan besar, yaitu Sriwijaya (abad ke-7 s.d. 12) dan Majapahit (abad ke-13 s.d. 16), yang ternyata telah mampu membawa bangsa Indonesia mencapai puncak kemegahannya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta berperan penting di kawasan Asia Tenggara. Pada waktu itu dikenal istilah “bhinneka tunggal ika” (yang artinya walaupun berbeda, satu jua adanya).

NKRI sebagai bentuk final sistem kenegaraan, memang oleh founding fathers (bapak-bapak pendiri bangsa) dikonsepsikan sebagai negara-bangsa multibudaya dalam konteks negara kebangsaan Indonesia modern. Namun demikian dalam tataran praktis kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai fenomena sosial dan politik yang mencerminkan terjadinya ketidaksesuaian antara semangat dan komitmen kolektif dalam ber-NKRI dengan kasus-kasus mementingkan suku sendiri, fanatisme kelompok, kedaerahan seperti sukuisme, kolusi, nepotisme, dan putra-daerahisme. Oleh karena itu, dirasakan perlunya untuk kembali membangun pengertian dan komitmen bersama sebagai komponen bangsa dan warga negara Indonesia mengenai persatuan dalam keberagaman dan keberagaman untuk kesatuan Indonesia.

Yang harus kita lakukan adalah, dengan kesadaran baru yang ada yakni pada tingkat kecerdasan, keintelektualan, serta kemajuan kita sekarang ini, bahwa bangsa ini dibangun dengan pilar bernama Bhinneka Tunggal Ika yang telah mengantarkan kita sampai hari ini menjadi sebuah bangsa yang terus semakin besar di antara bangsa-bangsa lain di atas bumi ini, yaitu bangsa Indonesia, meskipun berbeda-beda (suku bangsa) tetapi satu (bangsa Indonesia). Hal itu tidak terlepas dari pembentukan jati diri daerah sebagai dasar pembentuk jati diri bangsa.

Hingga saat ini, ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, masih terwujud karena kita masih tetap mempertahankan etika masing-masing kedaerahan, baik budaya, bahasa, sastra, maupun seni daerah, yang hidup berdampingan dengan tentram dan damai. Mengapa hal itu tetap dapat terwujud? Jawaban yang paling mendasar adalah terdapat pada individu manusia yang memiliki perilaku budaya sebagai landasan tindakannya. Akan tetapi tidak terlepas dari sifat dasar manusia itu sendiri, yaitu baik, jujur, cerdas, murah hati, tidak berbahaya, suka menolong, ramah dan suka damai. Sifat dasar tersebut tercermin di dalam keseharian pergaulan antar manusia yang mengatur komunikasi, perilaku, dan adat istiadat sebagai etika yang dimiliki oleh suku-suku bangsa masing-masing.

Strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945; tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta tetap berkembangnya kemajemukan dan keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.
VI. PENDIDIKAN PERDAMAIAN DALAM BINGKAI UUD 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA 
Bangsa Indonesia bertekad bulat mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan menjaga keutuhan dan kedamaian dalam NKRI. Untuk itu sebagai anak bangsa wajib mendapatkan pendidikan perdamaian dalam rangka menjamin keutuhan dan keharmonisan dalam NKRI.

VII. PENUTUP

UUD 1945 merupakan dasar hukum berdirinya semua perundangan dan kebijakan di Indonesia. Setiap warga negara harus memahami dan megerti dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD1945. 
VIII. RENUNGAN

Di dalam menyusun dan membentuk Undang-Undang Dasar 1945 secara singkat dan supel karena di dasari pola pikir:
1. UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok

2. Dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia

3. Menjaga sistem UUD 1945 jangan sampai ketinggalan zaman

4. Semangat para penyelenggara negara.

Dengan pertimbangan hal diatas bahwa UUD1945 mengandung faktor-faktor dinamis dalam praktek penyelenggaraan negara.
Pada saat sekarang nilai-nilai dari UUD1945, NKRI, Bhinneka tunggal Ika?

IX. EVALUASI

Petunjuk

Dibawah ini terdapat beberapa butir pertanyaan yang harus anda jawab setelah pembelajaran mengenai”UUD1945” dimulai. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut secara singkat dan jelas sesuai dengan pemahaman anda masing-masing. Jawaban anda akan dijadikan dasar untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pengetahuan anda tentang UUD1945.

1.  Jelaskan apa itu UUD 1945?

2. Apa yang anda ketahui tentang pengamalan dan penghayatan nilai-nilai UUD1945?

3.  Apa saja pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD1945?

4. Apa yang anda ketahui Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum?

5. Sebutkan berapa sajakah aturan hukum mengenai perdamaian dalam Undang-Undang Dasar 1945?

6. Berikan contoh implementasi nilai-nilai UUD 1945 dalam upaya pendidikan Perdamaian?
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MATERI 3
SOSIALISASI PENDIDIKAN PERDAMAAIN DALAM KONTEKS DEMOKRASI

A. Deskrifsi Singkat

Materi Sosialisasi Pendidikan Perdamaian dalam konteks Demokrasi bertujuan untuk membekali peserta sosialisasi akan pengertian, pemahaman, dan penghayatan mengenai Demokrasi sebagai dasar negara Indonesia menjalankan sistem pemerintahan, bernegara dan berbangsa. Pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai norma-norma berdemokrasi dan saling menghargai perbedaan pendapat dan implementasinya dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan perdamaian. Metode pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi.

Dalam proses pembelajaran ini juga akan dilakukan evaluasi guna mengetahui sejauh mana pemahaman peserta mengenai UUD 1945 (dengan bentuk pre-test dan post-test).

B. Manfaat Modul

Modul pembelajaran ini memberikan manfaat bagi peserta sosialisasi untuk lebih jauh memahami hakekat demokrasi dalam persfektif ke-Indonesiaan dan implementasinya terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan Perdamaian.

C. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

 Setelah pembelajaran berlangsung, peserta diharapkan mampu menghayati lebih jauh hakekat demokrasi dalam perspektif ke –Indonesiaan dan implementasinya terhadap pelaksanaan kegitan pendidikan perdamaian

D. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) :

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat:

1. Menjelaskan pengertian Demokrasi secara benar

2. Memahami arti Demokrasi sebagai dasar sistem pemerintahan dan politik bernegara dan berbangsa di Indonesia.
3. Menjelaskan pokok-pokok pikiran dalam Demokrasi
4. Menyebutkan sumber hukum dari pelaksanaan kegitan pendidikan perdamain dalam Demokrasi
5. Memberikan contoh tindakan pentingnya pendidikan perdamaian sesuai dengan Demokrasi.
E. Waktu Pembelajaran
 

Waktu pembelajaran: 60 menit

Pre-
: 5 menit

Ceramah
 : 20 menit

diskusi
: 30 menit

Post-test
: 5 menit
 





MATERI BACAAN
I. PENDAHULUAN
      Demokrasi yang didengungkan sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sudah tidak asing bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Bahkan penekanan demokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2), tidak pernah mengalami perubahan yang signifikan dalam amandemen pertama hingga keempat (1999 – 2002) dari Undang-Undang Dasar, malah sebaliknya pelaksanaan demokrasi itu digulirkan secara terus-menerus.

Permasalahannya adalah pola dan mekanisme pelaksanaan demokrasi yang berlangsung di Indonesia masih belum menyentuh asas demokrasi yang sesungguhnya. Sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama ini selalu terpola berdasarkan Visi dan persepsi pemerintah yang sedang berkuasa, padahal seharusnya pelaksanaan demokrasi tersebut harus menyentuh substansi obyektif antara penguasa dan masyarakat (yang dikuasai) secara seimbang dan adil. Pelaksanaan demokrai juga tidak bersifat statis dan stagnan, tetapi harus dinamis serta memberi manfaat bagi kemakmuran dan pertumbuhan pendidikan politik rakyat. Melalui kemakmuran dan pendidikan politik rakyat inilah diharapkan suatu partisipasi politik yang akan menumbuh kembangkan Budaya Politik Demokratis.

Oleh sebab itu pada era reformasi, untuk pertama kali bangsa Indonesia mengalami sejarah Partisipasi Politik melalui pemilihan umum secara langsung, baik bagi pemilihan DPR, DPD, DPRD maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

II. DEMOKRASI
Demokrasi menjadi ujung tombak sejarah baru di Indonesia dalam mempersepsikan kemerdekaan segala hak. Berlawanan dengan beberapa persepsi, suatu masyarakat demokratis yang sehat bukanlah sekedar gelanggang dimana individu-individu mengejar tujuan pribadi mereka sendiri.

Demokrasi tumbuh subur manakala ia dijaga oleh warga yang bersedia menggunakan kebebasan yang mereka capai dengan susah payah untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Mereka menambahkan suara mereka dalam perdebatan umum, memilih wakil-wakil yang dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan mereka, dan menerima perlunya toleransi dan mufakat di muka umum.

Para warga demokrasi menikmati hak kebebasan individu, tapi mereka juga memikul tanggung jawab bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang akan terus menjaga nilai-nilai mendasar kebebasan dan pemerintahan sendiri.

Demokrasi dalam ucapan Abraham Lincoln merupakan suatu pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama.

Demokrasi sesunggunhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang bertanggung jawab, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan bertanggung jawab.

Agar sebuah masyarakat dianggap benar-benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk pengeluaran ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apakah mediumnya surat kabar, majalah, buku, pamplet, film, televisi, atau yang paling mutakhir, internet, facebook dan sarana komunikasi lainnya.

Pengalaman Amerika Serikat sepanjang periode dua abad menawarkan contoh gamblang dari upaya sebuah Negara meletakkan aturan-aturan dasar untuk pengeluaran pendapat. Pengalaman-pengalaman ini, menjadi unik untuk budaya dan sejarah Amerika Serikat, namun prinsip-prinsip umum yang mereka uraikan punya aplikasi luas dalam masyarakat demokratis lain.

Berbicara konsep demokrasi, Amerika Serikat selalu menjadi rujukan ideal dalam pelaksanaannya. Lalu, bagaimana konsep demokrasi di Indonesia? Apakah bisa ditegakkan demokrasi di Indonesia dengan jurang tarap pendidikan yang lebar? Peran media ternyata tidak bisa lepas dari pelaksanaan demokrasi kita selama ini. Apalagi, sentuhan demokrasi yang belum merata, membuat media dituntut untuk lebih giat lagi menghadirkan dirinya di hadapan masyarakat. Sejauh ini, media hadir dalam ranah penjaringan opini publik (agenda publik dan agenda media). Lalu dengan hadirnya agenda publik, apakah sudah cukup menjadi alat keterwakilan masyarakat dalam pengambilan keputusan?
III.POLITIK ERA REFORMASI KEMAJUAN DAN TANTANGAN
Proses demokratisasi di Indonesia semakin terlihat sejak terjadi gelombang reformasi sekitar 1997/1998, kelompok mahasiswa mencanangkan agenda reformasi, dan keruntuhan kekuasaan rezim Orde Baru Soeharto. Segera setelah itu, Indonesia memasuki politik era reformasi. Gelombang reformasi di Indonesia sesungguhnya memiliki cita-cita demokrasi antara lain:
1.Sistem demokrasi berlaku menunjukkan kekuasaan dibagi-bagi dengan sengaja melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan di satu tangan, dan terdapat “checks and balances”. Memasuki tahap Konsolidasi demokrasi, harus lebih menjamin terwujudnya esensi demokrasi yakni penghargaan atas nilai-nilai partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kesamaan (quality) non diskriminatif atau penghargaan atas`kebebasan dan perbedaan, dll. 
2.Sesuai Pembukaan dan Bantang Tubuh UUD 1945, penegakan prinsip kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai HAM harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan kuat dalam NKRI merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum. Setiap warganegara adalah pemegang kedaulatan atau pemilik seluruh harta bumi dan kekayaan alam Indonesia. Kedaulatan rakyat bermakna rakyat pemilik kekuasaan, bebas berkehendak, mutlak memiliki, klaim menguasai, menjaga dengan hak penuh. 
3.Demokrasi menjadi sarana penciptaan iklim yang kondusif dan progam konkrit untuk mensejahterakan rakyat. 
Terdapat berbagai penilaian kemajuan dan tantangan/kendala politik era reformasi. Untuk penilaian kemajuan , antara lain:
1.Amandemen UUD 1945
•Rumusan UUD jauh lebih kokoh menjadi hak konstitusional warga negara. 
•Dari demokrasi perwakilan menjadi demokrasi langsung. 
•Pasal 6A UUD 1945, yang mengatur sistem Pilpres tidak lagi melalui perwakilan MPR, tetapi pemilu langsung.
•Terdapat 10 pasal tentang HAM.
•Adanya Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), DPD
•Pergeseran kekuasaan membuat UU dari Pemerintah ke DPR
2.Penghapusan Dwi Fungsi ABRI
•Kebijakan reposisi TNI/Polri: pemisahan Polri dari TNI. 
•Pemotongan institusi TNI dari keterlibatan dalam politik. 
•Anggota DPRD.DPR dan DPD dipilih rakyat pada Pemilu 2004.
•Terbit UU Pertahanan, memperjelas fungsi TNI.
3.Otonomi Daerah
•UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, membuat desentralisasi pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota. 
•UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan, memuat distribusi dana tingkat Kabupaten/Kota.
•UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memuat Pilkada Propinsi dan Kabupaten/Kota secara langsung.
4.Penghapusan KKN
•TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.
•Pembentukan KPK
5. Kepartaian 
•Pemilu 1999: 44 peserta
•Pemilu 2004: 24 peserta
•Pemilu 2009: 38 Parpol (ditambah 6 Parpol lokal di Aceh)
6.PEMILU 
•Lebih kompetitif (bersaing)
•Lebih Jurdil
•Lebih terbuka
7.Kebebasan Pers
•Pemerintah tidak boleh menyensor, membredel dan menghentikan siaran media.
8.Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat

•Masyarakat madani tumbuh berkembang (Parpol, perhimpunan , Ornop/LSM, Ormas, OKP, Ombudsman, dll.) 
•Ada ruang untuk aksi demo di jalanan.
Walaupun ditemukan kemajuan, kalangan pakar atau pengamat politik menunjukkan beragam juga tantangan/kendala politik era reformasi, antara lain:
1. Kembali ke UUD 1945
Masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat perkotaan menolak amandemen dan menuntut agar kembali ke UUD 1945 saat Orde Baru berkuasa. Belum ada ketentuan referendum dalam UUD hasil Amandemen tentang kebijakan atau kelangsungan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pilpres secara langsung. 

2. Reformasi Prosedural
Reformasi politik (pemerintahan) telah berjalan, namun masih penuh kendala sehingga terkesan tersendat-sendat. Transformasi kultural demokratis (kreatif dan inovatif) masih sangat lambat, bahkan masih terjadi transformasi kultural birokrasi feodal. Semakin terasa adanya fenomena konservatisme dan elitisme baik di tingkat legislatif maupun eksekutif dalam proses pengambilan keputusan. Kehidupan demokrasi Indonesia masih bergerak dalam bingkai procedural, sementara secara substansial masih bergerak menjauh dari pengabdian kepada kepentingan rakyat. Proses demokrasi semakin tidak efisien dan efektif, menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya. Demokrasi tidak mensejahterakan rakyat, melahirkan politik uang, menghasilkan pemimpin politik korup dan tidak amanah. Demokrasi semata-mata menekankan pada procedural, bukan mengedapankan transformasi nilai. 

3.Politik Oligarkis dan Kartel Kepartaian
Fenomena oligarkis dan bahkan “kartelis koruptif” dalam sistem kepartaian, yakni partai-partai semakin menjadi birokrasi dalam dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri sedangkan pejabat partai di luar dan di dalam parlemen semakin menjadi birokrat, secara terencana melepaskan diri dari konstituen yang diwakili (pemberi mandat). Kalangan aktor masyarakat madani memperjuangkan cita-cita demokrasi dan penegakan prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia cenderung tidak mempercayai peran dan fungsi Parpol. Mereka menilai, tidak ada hubungan signifikan antara Parpol dan kelompok konstituen, juga peran Parpol di dalam pekerjaan demokrasi. Kepercayaan rakyat terhadap Parpol tergolong sangat rendah. Parpol tidak berfungsi sebagai alat rakyat untuk menyampaikan kedaulatan mereka. 

4.Penentuan Calon dalam Pilkada Tidak Partisipatif dan Transparan
Masih belum atau sulit berlangsung demokratis (penegakan prinsip partisipatif dan transparansi khususnya) karena sebagian besar penentuan calon pada Pilkada secara substansial tidak ditentukan partai sesuai tingkat Pilkada tersebut (misalnya, DPD untuk Kabupaten/Kota dan DPW untuk Propinsi), melainkan oleh para elite pusat partai, level lebih tinggi daripada DPD atau DPW. Proses penentuan calon secara kelembagaan tidak melalui tingkat paling bawah (Kelurahan/Desa atau Kecamatan) dalam bentuk misalnya konvensi atau pemilihan Bakal Calon oleh anggota partai atau pimpinan level Desa/Kelurahan berdasarkan penegakan prinsip partisipasi dan transparansi.
5.Negara Terkorup di Dunia 
Indonesia telah mengalami jenis korupsi super destruktif dan berskala negara, yaitu state capture corruption. Negara sendiri melakukan korupsi atau pemerintah yang sedang berkuasa menggadaikan pada kekuatan korporasi asing, misalnya melalui politik hukum, yakni pembuatan UU dan PP (Peraturan Pemerintah). Pemerintah Indonesia telah menjadi pelayanan kepentingan asing, yang diberi payung hukum dengan perundang-undangan dan berbagai keputusan politik. State capture corruption (korupsi sandera negara), yang paling berbahaya semakin menjulang. Sejauh ini Pemerintah tidak menunjukkan kemauan dan komitmen politik untuk memberantas korupsi sungguh-sungguh.
Pada April 2011 Political and Economic Risk Consultancy (PERC) di Hongkong melakukan survey setiap tahun dan menjadikan para pebisnis asing di setiap negara sebagai responden. Salah satu indikator adalah korupsi. Publikasi 14 negara terkorup di Asia di Singapura, Indonesia nomor satu. Sebagai pembanding Indonesia dapat dilihat urutan nama dan skor sebagai berikut: 1. Indonesia dengan skor 8,32 ; 2. Thailand, 7,63 ; 3.Kampuchea, 7,25; 4. India, 7,23; 5. Vietnam , 7,11; 6. Filipina, 7,0; 7.Malaysia , 6,7; 8. Taiwan, 6,47; 9. China, 6,16; 10. Macau,5,34; 11. Korea, 4,6; 12. Jepang , 3,99; 13.Hongkong, 1,89; dan, 14. Singapura, 1,07. Indonesia, dalam sejarah penyusunan peringkat daftar negara-negara terkorup, tidak pernah berada dalam kategori negara terbersih. Jika ada perbaikan, secara umum posisi Indonesia selalu masuk kategori terburuk. 
Di lain fihak, pada 13 Juni 2011 di Washington DC, hasil proyek survei tahunan (World Justice Project) suatu organisasi non-profit dibiayai Neukom Family Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, dan LexisNexis menyimpulkan dari 65 negara, Indonesia berada di posisi bawah baik secara regional maupun global.

6.Kesejahteraan Rakyat 
Politik era reformasi tidak mampu memecahkan permasalahan perekonomian. Juga, terdapat masih ada asumsi dasar, masyarakat Indonesia belum siap untuk demokrasi dinilai dari tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Keadaan semakin tidak bermartabat dapat dilihat dari indikator antara lain: kemiskinan&pengangguran, pendapatan perkapita, utang luar negeri; sumber daya alam, kehutanan & lingkungan hidup, industri & perdagangan (harga barang kebutuhan pokok), dan pertahanan. Indonesia semakin dalam menjadi subordinat dari jaringan korporatokrasi internasional, jelas-jelas menguras habis-habisan kekayaan Indonesia. Korporatokrasi adalah sebuah jaringan ekonomi, keuangan, politik, militer, intelektual dan media masa yang dibangun oleh kekuatan-kekuatan kapitalis dan demokrasi liberal Barat. Kedaulatan nasional kita justru tergadaikan ke berbagai korporasi asing.
IV.POLITIK DESENTALISASI  LANDASAN  PEMBENTUKAN LOCAL GOVERMENT SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI DEMOKRASI
Falsafah politik bagi bangsa tertentu akan mencerminkan tatacara penyelenggaraan pemerintahan pusat di mana semua kekuasaan pengelolaan dan perencanaan negara dipusatkan. Ini bermakna  pemerintah pusat mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam menentukan maju mundurnya sebuah negara. Dalam kontek perencanaan pembangunan, maka perencanaan yang berbentuk sentralistik akan menentukan semua aktivititas  perencanaan pembangunan yang ingin dilaksanakan. 


Pada tahap awal perkembangan ekonomi suatu bangsa, sebuah negara terbentuk dengan sifat-sifat kedaerahan, kesukuan, golongan politik yang berbeda ideologi, cita-cita, budaya dan lain-lain, maka pemusatan kekuasaan perlu demi untuk membentuk sebuah negara. Setelah ekonomi berkembang dan jumlah penduduk bertambah meningkat, maka idiperlukan aktivitas pembangunan yang lebih luas dalam bentuk sistem desentralisasi untuk pengelolaan sebuah negara. Keperluan ini ditambah pula oleh faktor-faktor geografi dan kebudayaan masyarakat yang berbeda memerlukan bentuk-bentuk pengurusan negara yang lebih khusus terutamanya diperingkat daerah. 


Disamping pelaksanaan desentralisasi, negara juga perlu untuk melibatkan rakyat dalam setiap program pembangunan negara, sebagai tanda bahwa program pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk memberikan berbagai pelayanan dan kemudahan kepada rakyat. Untuk  mendapat faedah ini rakyat perlu dilibatkan secara langsung dalam semua tingkatan kebijakan perencanaan pembangunan. Dalam sistem sentralisasi rakyat sering dijadikan penonton dalam pembangunan. Rakyat tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan segala kebijakan negara. Rakyat dengan negara mempunyai jarak, negara sibuk dengan dinamikanya sendiri dan berbicara dengan bahasanya sendiri, yang kian hari tidak akan pernah dimengerti oleh rakyat.

Keterpisahan dimensi negara dan rakyat jelas merupakan suatu faktor yang sangat tepat untuk melihat adanya praktek anti demokrasi disebuah negara. Kejadian ini sebenarya  lebih merupakan sesuatu keadaan yang sengaja ciptakan oleh para elit negara. Negara sengaja meninggalkan rakyat dalam segala perencanaan serta pengambilan kebijakan negara yang hendak laksanakan disesuatu wilayah. Hal ini jelas menunjukan indikasi praktek sistem totalitarianisme yang dilaksanakan oleh sebuah negara untuk kepentingan pribadi sebuah rezim dengan membangun sebuah sistem sentralistik. Hannah Arendt (1995) menjelaskan, dilihat dari segi struktural, model yang sentralistik di mana wujudnya praktek totalitarianisme dapat dilihat dari beberapa faktor, pertama, terjadinya legitimasi dengan sangat mudah terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) atas nama tujuan ideologi dengan simbol demi pembangunan dan kesuksesan bangsa. Kedua, monopoli informasi dengan alasan bahawa kerajaan atau pemerintahan tahu lebih baik apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibaca, ditonton dan didiskusikan oleh rakyat. Ketiga, adanya pembatasan organisasi-organisasi rakyat pada organisasi-organisasi resmi hal ini adanya praktik korporatisme negara.


Menurut Dryzek dalam Demokrasi in the Policy Sciences Aspirations and Operation, Policy Studies Journal, Vol.22 No.1 1994, kebijakan serta keputusan politik dalam satu negara yang menganut sistem sentralistik sangat didominasi atau dikontrol oleh penguasa elit yang berkuasa sehingga praktek membatasi aspirasi dan keinginan rakyat lebih banyak digunakan. Kegusaran dan kebimbangan Dryzek memang sudah menjadi suatu kenyataan. Untuk negara-negara maju hal ini sudah mulai dikurangkan sejak lima puluh tahu yang lalu. Ketika mazhab Frankfurt mengagas teori kritiknya misalnya, Horkheimer dan kawan-kawannya yang membuat kajian terhadap elit politik. Menurut mereka elit politik lebih sering melakukan penghisapan-penghisapan keberadaan rakyat daripada memberdayakannya. Untuk itulah Habermas menggagas konsep politik desentralisasi yang lebih menjanjikan terciptanya ruang dialog terbuka bagi negara dan rakyatnya (Fadillah Putra 1999:3).


Negara yang menganut sistem sentralistik, keterlibatan aktif masyarakat bawah dalam proses politik sering terhalang oleh struktur yang lebih tinggi dan tidak di namis (beku). Hal ini terjadi karena memang sistem politik yang sentralistik sangat memungkinkan terciptanya sebuah kondisi di mana negara makin meninggalkan rakyat. Praktek-praktek penghalangan terhadap keterlibatan rakyat yang dilakukan oleh negara sentralistik merupakan praktik anti demokrasi, sebagaimana kajian yang dilakukan Dennis A.Rondinelli. Beliau membagi praktek anti demokrasi tersebut dalam beberapa bahagian. Pertama, rencana-rencana pemerintah tidak diketahui oleh rakyat di tingkat bawah, padahal bila kita melihat pendapat De Janvry (1999), setiap tindakan pemerintah itu berkenaan dengan kepentingan rakyat. Bila rakyat sudah tidak mengerti akan apa yang sedang dilakukan pemerintahnya, maka pada saat yang bersamaan telah terjadi pengingkaran terhadap kehendak rakyat oleh pemerintah (penguasa). Kedua, lemahnya dukungan elit lokal. Elit lokal merupakan institusi reprentasi alternatif atas keberadaan rakyat disamping institusi formal semacam legislatif. Elit lokal ini  memiliki basis legitimasi yang cukup kuat atas statusnya sebagai wakil rakyat. Dalam iklim sentralistik pendapat-pendapat elit lokal ini sangat terabaikan kecuali mereka memiliki hubungan ke pemerintah pusat, ini persoalan lain. Padahal dengan kuatnya kepercayaan rakyat terhadap mereka, seharusnya menjadikan pendapat elit lokal ini tidak dapat diabaikan begitu saja dalam kerangka demokrasi. Ketiga lemahnya hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Keempat tidak dapat memotong Red Tape prosedur politik dan adminitrasi yang panjang(Fadillah Putra 1999:6-7).


Oleh karena itu untuk menghilangkan praktik “sistem sentralistik” disebuah negara yang menamakan dirinya menganut sistem demokrasi, maka  perlu ditekankan pelaksanaan sistem politik desentralisasi dalam segala perencanaan dan kebijakan negara atau pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kehendak rakyat baik berkaitan dengan aspek  politik, kebudayaan, ekonomi dan pentadbiran sesebuah negara. Penekanan ini penting karena ini bersangkut paut dengan perkembangan negara dan terdapatnya saling ketergantungan pelaksanaan kegiatan di daerah-daerah yang mendukung kepentingan nasional. Pengamalan praktek politik desentralisasi memberi peluang kepada rakyat melibatkan diri dalam aktivitas pembangunan yang  dirasakan sesuai dengan keadaan politik, sosial dan ekonomi sesuatu masyarakat setempat.  

Beberapa penulis telah membuat kajian mengenai pelaksanaan politik desentralisasi dibeberapa negara. Analisa dari Mathur, Nelis, dan Harris menunjukkan bahawa pemimpin-pemimpin politik dan pengelola adminstrasi dalam tiap-tiap negara mempunyai alasan tersendiri untuk melaksanakan desentralisasi. Politik desentralisasi dilaksanakan untuk mengatasi masalah ketidak seimbangan pendapatan dan kekayaan antara wilayah. Pengamalan politik desentralisasi dalam pengelolaan dan perencanaan negara telah menghasilkan beberapa hasil yang positif. Kejayaan dan pencapaian kesuksesan  pelaksanaannya  dapat ditinjau dalam banyak segi. (Dennis A.Rondinelli 1983:296).

Secara umum definisi politik desentralisasi sering dimaksudkan sebagai pemindahan perencanaan, pengambilan keputusan atau pembahagian wawenang kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada cabang-cabang organisasinya, unit pengelola administrasi lokal, pemerintahan lokal ataupun organisasi non pemerintahan. Jadi wujudnya pengalihan kekuasaan pemerintah pusat kepada pihak pengelola administrasi yang lebih rendah yaitu di tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan seterusnya. Hal ini telah terciptanya pemerintahan lokal yang menjalankan pemerintahan berdasarkan wewenang pemerintah pusat (G.Shabhir Cheema and Dennis A. Rondilelli 1983:18).

Leonard D.White, (1959:43) mendefinisikan politik desentralisasi merupakan berlakunya proses pemindahan kekuasaan, perundangan, kehakiman atau pengelolaan negara dari peringkat tertinggi pemerintahan kepada peringkat yang lebih rendah. Ini bermakna pemerintahan lokal mempunyai hak dan kuasa untuk melaksanakan bidang-bidang yang telah ditetapkan. Dengan kekuasaan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat tersebut maka pemerintah lokal menjadi lebih efektif. Kecakapan, dan kebijaksanaan aparatur pemerintahan lokal akan membantu pelaksanaan dasar-dasar strategi dan program-program pembangunan yang telah tetapkan oleh kerajaan pusat.

 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan desentralisasi sebagai satu tindakan yang sesuai untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang penting adalah sesuatu perencanaan pembangunan hendaklah meliputi seluruh kawasan, Kabupaten, Kecamatan, Kemukiman dan Desa (Gampong) di mana saja rakyat tinggal. Perencanaan pembangunan yang lebih menyeluruh akan lebih bermanfaat kepada rakyat. Mereka akan dapat menikmati hasil pembangunan walaupun di mana mereka berada (United Nation 1961:63).  

Menurut Louis A. Allen, (1958:162). desentralisasi merupakan sebagai usaha untuk memindahkan kekuasaan dari peringkat tertinggi kekuasaan (pemerintah pusat) kepada pemerintahan lokal. Namun demikian tidak semua kekuasaan membuat keputusan itu diserahkan kepada pemerintahan lokal. Misalnya perencanaan fiskal, moneter dan keselamatan sesuatu negara tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Pelaksanaan politik desentralisasi akan melahirkan para pengelola Negara yang efesien. Tentu saja mereka lebih jelas mengetahui kebutuhan masyakat lokal. Maddick, menjelaskan sudah pasti pemerinthan lokal merupakan pihak yang paling dekat dengan rakyat. Secara tidak langsung ia berwibawa untuk bertindak sebagai penghubung antara pemerintahan pusat dengan rakyat. Tindakan untuk memperbiki segera dapat diambil sekiranya terjadi masalah ketika pelaksanaan. Itulah sebabnya perencanaan diperingkat Kabupaten dan Provinsi diutamakan dan ianya menjadi komponen penting dalam strategi pembangunan negara (Rondinelli 1983:10).

Selain dari itu, pelaksanaan politik desentralisasi juga dapat memperbaiki ketajaman perencanaan dan pengurusan di dalam birokrasi pusat dalam rangka menyelesaikan masalah sosial, ekonomi dan politik negara. Menurut Friedman politik desentralisasi dapat mengurangi beban tugas yang terpaksa di tanggung oleh pemerintah pusat melalui penyerahan kekuasaan dan tanggung jawab kepada unit-unit pengelola pemerintahan local. Dengan itu kerajaan pusat dapat lebih memfokuskan perhatian yang lebih baik kepada masalah-masalah utama negara disamping upaya memperbaiki pertumbuhan ekonomi negara demi kemakmuran rakyat. Sebagai contoh adalah dikawasan pedalaman Asia dan Afrika Timur, taraf hidup rakyat telah meningkat secara signifikan dengan adanya sistem politik desentralisasi. Peranan birokrasi lokal telah meningkat dan menjadi alat pressure kepada agensi-agensi kerajaan untuk mendapatkan sumber keuangan bagi pembangunan wilayah masing-masing. 

Terdapat empat bentuk politik desentralisasi yang di jalankan dalam sesebuah negara: Pertama adalah Deconcentration, yaitu pembagian wawenang kekuasaan membuat sesuatu keputusan berkaitan dengan pengelolaan administrasi kepada unit-unit organisasi pengelola lain atas nama pemerintah pusat. Dimaksudkan disini adalah pembahagian tanggungjawab dan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan lokal. Walupun begitu unit-unit pengelola lokal ini tidak diberikan kekuasaan sepenuhnya dalam banyak hal. Unit-unit pemerintaah lokal ini hanyalah merupakan alat pelaksana tugas-tugas pemerintahan pusat yang perlu dilakukan di sesuatu wilayah atau daerah tertentu.Dengan demikian pelaksanaan Deconcentration di sini bermakna tiadanya pemindahan kekuasaan dalam membuat keputusan-keputusan penting mengenai sesuatu perkara. Kementerian diperingakt pusat masih berkuasa penuh dalam membuat sesuatu keputusan mengenai kebijakan lokal (United Nation 1961:64)

Menurut James W.Falser, Deconcentration bermaksud pembahagian tugas kepada unit-unit pelaksana lokal. Dengan adanya pembahagian tugas tersebut akan memudahkan pemerintahan pusat. Pada masa yang sama akan memudahkan pemerintahan lokal mengambil peranan untuk meringankan beban rakyatnya. Walupun begitu pemindahan tugas ini tidak memperlihatkan pemindahan kekuasaan dalam arti kata yang sebenarnya. Deconcentration tidak memberikan peluang kepada unit-unit pemerintahan lokal untuk memilih dan membuat keputusan dalam semua bidang pengelolaan dan pembangunan. Pegawai-pegawai lokal atau daerah yang mewakili kementerian-kementerian pemerintah pusat hanya mempunyai wibawa terbatas dan melaksanakan tugas di bidang masing-masing. (James W.Falser 1968:373).

Bentuk politik desentralisasi yang kedua adalah Devolution, Istilah ini menjadi terkenal di negara Amerika Serikat pada tahun 1994, yang dipolulerkan oleh Richard P. Nathan dengan istilah Revolusi Devolusi. Sebenarnya secara konseptual Devolution sudah ada sejak 2 dekade yang lalu. PBB misalnya pada tahun 1962 mengartikan desentralisasi sebagai dekonsentrasi disebut juga desentralisasi andminitrasi. Dan devolusi sering juga disebut sebagai desentralisasi demokrasi atau politik, yang mendelegasikan wawenang pengambilan keputusan kepada badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan lokal. Devolusi sering juga dikaitkan dengan pelaksanaan konsep pemberian Otonomi, sebagaimana dijelaskan oleh Bintoro Tjokromidjojo (1974:120), melalui konsep ini kekuasaan membuat sesuatu keputusan utama terletak di tangan majlis per-undang-undangan pemerintah lokal. Pemerintah lokal mempunyai kekuasaan untuk membuat keputusan dalam bidang-bidang tertentu namun dibatasi oleh peraturan-peraturan nasional.

Sedangakn Fadillah Putra (1999:75) menjelaskan devolusi adalah kemampuan unit pemerintah yang mandiri dan independent. Pemerintah pusat harus melepaskan fungsi-fungsi tertentu untuk menciptakan unit-unit pemerintahan baru yang otonom dan berada diluar kontrol langsung pemerintah pusat. Cirinya adalah unit pemerintahan lokal yang otonom dan mandiri, kewenangan pemerintahan pusat tidak besar dan pengawasannya tak langsung, pemerintah lokal memiliki status dan legitimasi hukum yang jelas untuk mengelola sumberdaya dan mengembangkan pemerintah lokal sebagai lembaga yang mandiri dan independent. 

Dengan demikian devolusi akan membolehkan sesuatu unit administrasi pemerinatahan lokal untuk membuat keputusan tertentu dengan segera tanpa harus merujuk kepada pemerintah pusat. Kekuasaan membuat keputusan oleh para penguasa lokal ini amat penting bila melihat betapa rumitnya membuat sesuatu keputusan yang harus melalui rangkaian birokrasi yang panjang dalam pemerinth pusat. Ini tentu pemborosan waktu, dana dan tenaga yang telah diperuntukan untuk sesuatu projek pembangunan. 

Politik desentralisasi yang ketiga adalah Delegation. Menurut konsep ini tugas eksekutif atau organisasi diserahkan kepada organisasi yang lain.Tugas-tugas pemerintahan dalam kementerian pusat diserahkan kepada pemerintahan di daerah untuk untuk diselenggarakan. Dengan cara ini terjalinlah kejasama yang erat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat demi untuk memudahkan pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Pendelegasian yang demikian itu akan mengurangi beban tugas pejabat-pejabat pemerintah pusat.

Bentuk desentralisasi yang keempat atau yang terakhir adalah Privatization atau pewiraswastaan. Bentuk desentralisasi ini merujuk kepada bentuk-bentuk kegiatan yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah tetapi dilakukan oleh masyarakat setempat. Ini bermakna penyertaan masyarakat dalam aktivitas-aktivitas yang penting. Dalam konsep pewiraswastaan ini juga dikatakan sebagai organisasi jabatan-jabatan pemerintahan yang dikendalikan oleh swasta. Yaitu kewenangan diserahkan kepada swasta untuk melaksanakan aktivitas tertentu, bila wakil pemerintah yang ditugaskan itu menghadapi masalah seperti masalah pelayanan dan masalah kekurangan dana penunjang. Diantara contoh program yang dilaksanakan oleh masyarakat tempatan adalah seperti program pembangunan masyarakat desa, koperasi dan lain sebagainya.

 Walapun desentralisasi begitu ideal dan sempurna namun masih terdapat kelemahan-kelemahan tertentu terutama dalam aspeks pelaksanaan. Kajian yang di buat oleh Rondinelli dan Mathur, menunjukkan adanya permasalahan yang permanen di dalam perencanaan dan pembangunan terutamanya di Kenya, Tanzania, dan Sudan, walapun desentralisasi telah dilaksanakan hampir satu dekade yang lalu. Sementara itu kajian terhadap negara-negara Asia menunjukkan masih terdapat ketergantungan yang kuat pemerintahan lokal terhadap pemerintah pusat. Juga terdapat program inovasi dilaksanakan tanpa menghubungkan organisasi yang telah mendapat dukungan politik dengan sumber keuangan. Seterusnya penguasa tidak memberi peluang kepada pemerintah lokal untuk melaksanakan fungsi yang baru dalam usaha memenuhi keperluan rakyatnya. Kajian di Algeria, Libya, Tunisia dan Magribi pula menunjukkan prestasi dan kesan langsung yang wujud tidak sesuai dengan kebijakan desentralisasi yang dilaksanakan. Kawalan ke atas sumber keuangan oleh pemerintah pusat masih sangat berkesan, organisasi tempatan dan wilayah masih kekurangan pegawai yang punya kualitas.  Oleh yang demikian, organisasi sukar meningkatkan pembangunan politik dan tindakam mereka hanya semata-mata meneruskan kepentingan kerajaan pusat (Rondinelli dan Mathur 1983 : 9).

Memang pada umumnya pelaksanaan politik desentralisasi dikebanyakan negara manapun di dunia menghadapi masalah dari segi ketidakmapuan organisasi atau pemerintah lokal untuk meningkatkan partisipasi politik. Hal ini disebabkan penguasaan sumber keuangan masih ditangan pemerintah pusat, sehingga menyebabkan keuangan sukar dimobilisasikan. Akibatnya pemerintahan lokal hanya mirip  untuk meneruskan kepentingan-kepentingan pemerintah pusat ketimbang untuk kepentingan dirinya sendiri. Keadaan ini juga disebabkan pemerintahan lokal kekurangan tenaga ahli. Kajian yang dibuat di negara Asia sebagai contoh, di mana dukungan pegawai pemerintahan local terhadap pelaksanaan sistem desentralisasi sangat menyedihkan. Keadaan ini telah menjatuhkan kewibawaan penguasa lokal. Campur tangan politik tidak dapat dielakkan walaupun disentralisasi begitu ideal. Namun hal ini amat dilematis, sebagaimana analisa yang di buat oleh Mathur memperlihatkan bagaimana percaturan politik  telah menggugat keberadaan desentralisasi. Pemimpin-pemimpin lebih cenderung untuk menjadikan desentarlisasi sebagai alat mendapatkan dukungan demi kepentingan politik pribadi dan kelompoknya sendiri. Bila desentraliasi dapat menguatkan pengaruh politik maka segera akan di laksanakan sekaligus dan di undang-undangkan. 

Demikian juga berkaitan dengan partisipasi rakyat di negara yang sedang membangun, rakyat lebih suka  berhubungan langsung dengan kerajaan pusat untuk mendapatkan sumber dan kelulusan sesuatu proyek. Semangat bekerjasama secara bersama antara rakyat dan para pemimpin pemerintahan local tidak memuaskan ditambahkan pula dengan sikap tidak menghiraukan pembangunan setempat, demikian juga dengan agensi tempatan gagal menyelaras dan penyatukan aktivitas-akivitas yang dijalankan. Keadaan ini juga berlaku di Amerika Latin di mana pemerintahan lokal tidak mampu melaksanakan sistem adminitrasi secara baik. Kesanya pemerintahan local hanya menjalankan sebahagian kecil dari tugas yang didelegasikan kepada mereka, akhirnya ia akan melemahkan sistem desentralisasi itu sendiri.

V. POLITIK DESENTRALISASI  DAN PARTISIPASI  RAKYAT 

Membicarakan  konsep “rakyat” sebagai sebuah istilah dalam ilmu kebijakan atau politik memang agak sulit. Sering kita mendengar orang membicarakan masalah kerakyatan, lalu sebahagian orang mempertayakan rakyat mana yang dibicarakan?. Seorang aktivis partai tentu mengatakan bahawa partainya berjuang demi dan untuk rakyat. Yang selalu menjadi pertayaan adalah rakyat mana yang diperjuangkannya. Rakyat seringkali kali menjadi objek, sebaliknya mereka tidak pernah merasakan bahawa seseorang, sekelompok atau partai tertentu telah berjuang untuk mereka. Dengan lain perkataan rakyat tidak pernah merasakan telah memberi kepercayaan kepada seseorang atau partai tertentu untuk mengatasnamakan mereka. 


Dalam kajian kebijakan publik, istilah “rakyat” juga sering disebut dengan beberapa istilah lain seperti Stakehorder, Targetgroup, atau Intended group. Istilah-istilah tersebut mengacu pada pengertian aktor, orang atau pihak yang berhak membuat kebijakan. Kalau kita mencoba untuk memperhatikan karakteristik segala kebijakan publik, maka dalam konsep tersebut salah satu ciri  yang harus tetap ada dalam suatu pengertian kebijakan publik yaitu suatu kebijakan tersebut selalu ditujukan untuk kepentingan seluruh rakyat. Dengan demikian dapat dikatakan rakyat merupakan objek atau sasaran suatu kebijakan. Rakyat merupakan objek yang langsung atau tidak langsung akan mendapat pengaruh dari suatu implementasi kebijakan. Dengan lain perkataan rakyat adalah sasaran yang merasakan langsung akibat-akibat atau dampak dari hasil akhir kebijakan atau policy outcome.


Dengan demikian kepentingan dan keperluan penglibatan rakyat dalam segala kebijakan pemerintahan memang tidak dapat dinafikan, dan merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk membangkitkan rasa memiliki rakyat terhadap segala aspek kebijakan dari pemerintah. Oleh karena itu dorongan harus diberikan oleh pemerintah untuk melibatkan rakyat dalam setiap kebijakan. Kajian oleh Freire dan Illiah, Stoke dan Boyle (1987:3) menunjukan penglibatan rakyat merupakan suatu proses kesadaran untuk pembangunan dan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah pembangunan. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat dapat menyuarakan masalah-masalah dan keperluan-keperluan mereka yang akan disesuaikan dengan program kebijakan pembangunan. Fokus utama perencanaan seharusnya untuk memenuhi hak azasi manusia dan penglibatan rakyat bertujuan untuk kemajuan ekonomi dan perubahan sosial. (Freire dan Illiah 1987:3).

Konsep partisipasi (involvement) atau penglibatan rakyat mengandung maksud rakyat   melibatkan diri dalam program-program pembangunan yang dilaksanakan tetapi tidak meliputi elemen-elemen seperti pemahaman dan komitmen. Penyertaan adalah lebih pada aspek pisik tanpa adanya assimilasi dari segi mental, yaitu merupakan satu konsep global yang memungkinkan melibatkan orang secara perseorangan atau satu perkumpulan tertentu. Penyertaan adalah lahir dari penerimaan dan asimilasi serta komitmen dari tokoh-tokoh masyarakat kepada sesuatu perkara. Baik itu dikalangan tokoh-tokoh itu sendiri atau badan-badan tetap yang mewakili tokoh-tokoh dalam hubungan dengan pihak pemerintah. Tugas utama organisasi tersebut ialah menjadi perantara diantara tokoh masyarakat dengan pemerintah disamping menjadi alat pemerintah dalam usaha-usaha implementasi program pembangunan. Selain dari itu pentingnya penglibatan tokoh-tokoh masyarakat dapat diteruskan melalui organisasi itu (Adnan Abdul Razak 1980). 

Penglibatan dan Penyertaan rakyat juga dapat dilihat dalam konteks tuntutan dan dukungan yang diberikan terhadap sesuatu proyek pembangunan. Apa yang dimaksudkan dengan tuntutan termasuklah kemauan rakyat dan kelompok dalam masyarakat untuk mencapai kebaikan baik dari segi pendidikan yang lebih baik, partisipasi dalam politik, menikmati taraf hidup yang lebih tinggi dan sebagainya. Dukungan juga dimaksudkan sebagai dukungan yang diberikan oleh rakyat dalam arti kata mereka semua menganggap dukungan rakyat kepada negara. Dengan adanya perasaan taat setia terhadap negara, barulah pemerintah dapat melaksanakan berbagai perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan (Abdullah Sanusi Ahmad 1970:3). 


Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan akan dapat meningkatan kemajuan ekonomi dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Perencanan pembangunan yang efektif akan dapat membantu mencapai kondisi tersebut walaupun sesuatu rancangan pembangunan pasti akan menghadapai masalah-masalah dan halangan-halangan tertentu. Melihat kesulitan dan ketidaktentuan dalam proses pembangunan terutamanya yang direncanakan dan diawasi oleh pemerintah pusat maka dirasakan perlu dilaksanakan desentralisasi dalam perencanan dan pengelolaan. Pelaksanaan desentralisasi mempunyai beberapa tujuan tertentu sehingga banyak pemerintah di negara yang sedang berkembang melaksanakan desentralisasi. Selain dari itu pengelolaan administrasi pemerintahan secara desentralisasi tersebut memberi peluang kepada masyarakat untuk turut serta dalam membuat keputusan atau dalam perencanaan pembangunan atau penglibatan rakyat dalam proyek-proyek yang dilaksanakan


Jadi dengan adanya penglibatan rakyat akan membawa kepada wujudnya persamaan dalam pembahagian sumber keuangan dari pemerintah. Dengan ini semua golongan dapat menggunakan dan menikmati infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Secara tidak langsung taraf hidup dan kesejahteraan sosial rakyat dapat ditingkatkan. Pada masa yang sama aktivitas-aktivitas ekonomi desa seperti pertanian, industri kecil, dan kerajinan tangan dapat berkembang dengan pesat dan sistem pengangkutan dapat disempurnakan. Hasil-hasil produksi dapat dipasarkan dengan cepat ke kawasan di mana permintaan produk tersebut cukup tinggi terutamannya di bandar-bandar. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Emil J.Sody (1967:75), politik desentraliasi bertujuan untuk melatih rakyat dalam mengurus dan mengelola sesuatu perencanaan pembangunan. Ini bermakna rakyat tidak perlu terlalu bergantung  kepada pemeintah pusat dalam pengelolaan pembangunan. Proses desentralisasi memberi peluang kepada rakyat untuk meningkatkan kecakapan mereka dalam mengendalikan pemerintahan sendiri (Self Government). Oleh sebab itu  kemajuan atau kegagalan dan pengelolaan pembangunan adalah bergantung kepada kecakapan dan kemahiran pengurusan mereka sendiri.

Berdasarkan pembahasan diatas dan untuk dapat di jadikan contoh dapat kita rujuk pada masayarakat Aceh dan sistem pemerintahan Aceh sehingga dapat dibuat sebuah perwujudan alternatif politik desentralisasi dan dapat diambil untuk diterapkan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat sehingga akhirnya dengan kemauan politik yang kuat dapatlah dibuat sistem sosial budaya dan politik masa depan di daerah yang berpihakan kepada arah politik desentralisasi berbentuk self goverment dalam bingkai demokrasi yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 
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